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PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR SB TAHUN 2019

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MUARA I,AKITAN

KABUPATEN MUSI RAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengingat

BUPATI MUSI RAWAS,

bahwa untuk melaksaaakan ketentuan Pasal 36

Peraturan Menteri Dalan Negeri Nomor 79 Talun 2018

tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu

menetapkan Peraturan Bupati tentalg Standar

Pelayanan Minimal pada Pusat Kesehatan Masyarakat

Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas.

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapr4ja Di

Sumatera Selatan (t embaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Oi4 Nomor 244, Tambahan

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 58, Tambahan kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);
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6. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang seLanjutnya

disingkat PPK BLUD adalah pola pengelolaan

keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa

keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek

bisnis yang sehat untuk meningkatkan peLayanan

kepada masyarakat dalam rangka memajukan

kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan

bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan

keuangan daerah pada umumnya.

7. Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya

disebut Puskesmas adalah Pusat Kesehatan

Masyarakat Muara l,a-kitan yang merupakan sarana

pelayanan kesehatan fungsional dan merupakan Unit

Kerja Perangkat Daerah yarrg menangani urusan

kesehatan dalam ralgka memberikan pelayanan

secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat.

8. Pelayanan kesehatan adalah kegiatan yang bertujuan

untuk meningkatkan status kesehatan, mencegah

penyakit, mendiagnosa dan mengobati penyakit,

merrantau perkembangan penyakit, mencegalt

kecacatan, dan merehabilitasi kesehatan pasien.

9. Pelayanan kesehatan dasar adalal pelayanan yang

diberikan oleh tenaga medis dan/atau paramedis

kepada semua pasien yang berkunjung ke

Puskesmas, Puskesmas Rawat lnap, Puskesmas

Pembantu, dan Puskesmas Keliling, Pos Kesehatan

Desa (PKD), Pusat PelayarEn Terpadu (Posyandu)

dalam rangka pemeriksaan anarlnesa, observasi,

diagnosis sampai dengan pemberian obat per oral

dengan atau tanpa obat injeksi serta tidak perlu

tinggal di rawat inap.

1O. Pelayanan tindakan khusus adalah pelayanan tingkat

lanjutan yang diberikan oleh tenaga medis atau

paramedis yang mendapat pelimpahan wewenang

kepada pasien tertentu yang berkunjung ke

Puskesmas, Puskesmas Rawat Inap, Puskesmas
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun

2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2O18 Nomor

1213);

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang

Pembeotukan dan Susr.nan Perangkat Daerah

Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah

Kabupa.ten Musi Rawas Tahun 2O16 Nomor 10).

MEMI./TUSKAN:

Menetepkan : PERATURAN BI.TPATI TET,mANG STANDAR PELAYANAN

MIMMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA

PUSAT KF,SEHATAN MASYARAKAT MUARA I.AKITAN

KABUPATEN MUSI RAII'AS.

BAB I
KETEIITUAN UMUM

Pasal f

Dalam Feraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkat

daerah sebagai unsur penyelerrggara Pemerintah

Daerah.

3. Bupati adalah Bupatj Musi Rawas.

4. Dinas Kes€hatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten

Musi Rawas.

5. Badan layanan Umum Daerah yang sclanjutnya

disebut BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah

atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Ferangkat Daerah

di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas

yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada

masysralGt berupa penyediaan barang dan/atau jasa

yang dijualkan mengutarnakan mcncari keuntungan,

dan dalam melakukan kegiatan nya didasarkan pada

prinsip efisiensi dan produlftivitas.

3.

4.
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11.

Pembantu, dan Puskesmas Keliling yarg telah

memperoleh pelayanan kesehatan dan karena

penyakit nya memerlukan tindakan khusus atau

tindakan lanjutan pengobatan.

Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kepada

pasien untuk obsewasi, perawatan, diagnosis,

pengobatan, rehabilitasi medic atau kesehatan lain
nya dengan menempati tempat tidur Puskesmas

Rawat Inap.

Pelayanan gawat daru,rat adalah pelayanan kesehatan

tingkat lanjutal yang harus diberikan secepat nya

untuk mencegah dan/ atau menanggulangi resiko

kematian atau cacat.

13, Standar Pelayanan Minimal yang selanjut nya

disingkat SPM adalah hasi.l spesifikasi teknis tentang

tolak ukur layanan minimal yang diberikan oleh

Puskesmas kepada masyarakat.

Jenis pelayanan adalah jenis-jenis pelayanan yang

diberikan oleh Puskesmas kepada masyarakat.

Mutu pelayanan kesehatan adala-h kinerja yang

menunjuk pada tingkat kesempurnaan pelayanan

kesehatan, yang disatu pihak dapat menimbulkan

kepuasan pada masyarakat serta pihak lain, tata
penyelenggaraan nya sesuai standar yang telah

ditetapkan.

Definisi operasional adalah uraian yang dimaksudkan

untuk menjetaskan pengertian dari indicator upaya

kesehatan perorangan dan upaya kesehatan

masyarakat.

Sumber data adalah sumber bahannya atau

keterangan yang dapat dijadikan dasar kajian yang

berhubulgan langsung dengan persoalan,

Upaya Kesehatan Perorangan yang selaojutnya

disingkat UKP adalah upaya kesehatan yang

bertujuar untuk menyembuhkan penyakit dan

memulihkan kesehatan perseora-ngan dan keluarga.

12.

14.

15.

16.

t7.

18.
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19. Upaya Kesehatan Ma8yarakat yang scl,anjutnya

disingkat UKM adalah upaya kesehatan yang

bertujuan memelihara, meningkatkal kesehatan dan

mencegah penyakit suatu kelompok dan masyarakat.

20. Upaya penyediaan data kes€hatan adalah kegiatan

yang dilakukan oleh petugas pengelola data untuk
meliakukan pengumpulan data, p€ngol,ahan dan

analisis data hasil kegiatan upaya kesehatan

perorangan, upaya kesehatan masryaral€t, dan

pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk
mengetEhui kondisi kesehatan dan faktor yang

mempengaruhinya.

BAB U

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(f) Standar Pelayanan Minimal dimaksudkan untuk
memberi panduan kepada Pemerintah Kabupaten

dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan,

pengendalian, pengawasan dan pertanggungia\r/aban

penyelengaraan SPM pada Puskeemas.

(2) Standar Pelayanan Minimal ini bertujuan untuk
meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan

kesehatan kepada masyarakat.

BAB III

JENIS PELAYANAN, INDIKATOR, STANDAR MI,AI,
BATAS WAIfiU PENCAPAIAN DAN

URAIAN STANDAR PEIAYANAN MIMMAL

Bagian Kesatu

Jenis Pelayanan

Pasal 3

Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan pelayanan

kesehatan dengart mengutamakan pencegahan (prcventifl,

penyembuhan fl<lratil), pemulihan tehabilit@f) yang

dilaksanakan secara terpadu dengan upaya peningkatan

(promofilJ serta upa]ra rujukan.
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Bagian Kedua

Jenis Pelayanan, Indikator, Standar Nitrai, dan Batag

Waktu Pencapaian

Passl 4

(1) Jenis pelayanan unh:k Puskesmas, mcliputi :

a. Upaya Kesehatan Perseorangan, meliputi:
l) Pelajranan Gawat Darurat;

2) Pelayanaa Rawat Jalan;

3) Pelayanan Rawat Inap;

4) Fersalinar;

5) Pelayanan Laboratorium Sederhana;

6) Pelayanan Farmasi;

4 Pelayanan Gizi;

8) Pelayanan Rekam Medik;

9) Pengelolsan Limbah;

10) Administrasi dan Manajemen;

I U Pelayanan Ambulan ;

l2) Pemeliharaan;

13) Peacegahan dan Pengendalian; dan

14) Pel,ayanan Keamalan;

b. Upaya Kesehatan Masyarakat, meliputi :

1) Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil;

2) Pelayanan Kesehatan lbu Bersalin;

3) Pelayanan Kesehatan Bayi Baru I€hk;
4) Pelayanan Kesehatan Balita;

5) Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan

Dasar;

6) Pelayalan Kesehata-n Pada Usia Produldif;

7) Pelieyanan Kesehatan Pada Usia knjut;
8) Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi;

9) Pel,ayanan Kesehatan Penderita Diabetes Miletus;

l0) Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan

Jiwa Berat;

I 1) Pel,ayanan Kesehatan Orang dcngan Tts; dan

12) Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko

Terinfeksi HIV.
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(3)

Indikator, standar nilai, batas waktu pencapaian pada

setiap jenis pelayanar untuk upaya kesehatan
perseorangan pada Puskesmas tercantum dals.Er

Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Indikator, standar nilai, batas watrhr pencapaian pada
jenis pelayanan untuk upaya kesehatan masyaral€t
pada Puskesmas, tercsntum dalam lampiran II
Peraturan Bupati ini.

BAB W

PELAKSANAAN

Pasat 5

Puskesmaa yang menerapkan PPK BLUD wajib
melaksanakan pelayanan berdasarkan SPM dql.,n
Peraturan Bupati ini.

Kepala Puskesrnas sebagaimana dimaksqd pada ayat

tl) bertanggung jawab dalam lrcnyelenggaraan
pelayanan yang di pimpinnya sesuai SPM yang di
tetapkan dalam p€raturan Bupati ini.
Penyelenggaraan pelayanan yang sesuai dengan SPM

dilakukan oleh tenaga dengan kualifkasi dan

kompetensi yang sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(1)

(21

(3)

BABV

PENERAPAN

Pasal 6

(1) Kepafa hrskeemas yang menerapkan PPK BLUD

men]rusun rencana kerja dan anggaran, target, serta

upaya dan pel,aksanaan peningkatan mutu pelalranan

tahunan Puskesmas yang dipimpinnya berdasarkan

SPM.

(2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud
pada aJrat (1), disusun dengan menggunakan format

Rencana Bisnis dan Anggaran.
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(3) Setiap pelaksanaan pelayanan, dan pen3,elenggaraan

pelayanan yang menjadi tugaanya, dilaksanakan
dengan mengacu pada SPM.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 7

(1) Pembinaan teknis Puskesmas yang menerapkan ppK

BLUD dila*ukan oleh Kepala Dinas Kesehatsn.
(2) Pembinaan kcuangan Puskesmas Srang menerapkan

PPK BLUD dilakukaa oleh Pejabat pengelola

Keuangan (PPKD)

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2), berupa fasilitasi, pemberian orientasi urnum,
petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan
latihan atau bantuan teknis lainnya yang mencakup :

a, perhitungan sumber daya dan dana yang

dibutuhkan untuk mencapai SPM;

b. penyusunan rencana pencapaian SPM dan
penetapan t€rget tahunan pencapaian SPM;

c. trrnilaian prestasi kerja pencapaian SPM;

d. pelaporan prestasi kerja pencqf.ien gP[,t;

e.penyusunan peraturan perundang-undangan

untuk implementasi PPK BLUD pada Puskesmas

yang bersangkutaa; '

f. penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran;

g. pelaksanaan anggaran; dan

h, akuntaasi dan pelaporan keuanga-n.

Bagian Kedua

Pengawasan
pasal I

(1) Pengawasan ditakukan oleh Perangkat Daerah

rnempunJrai tugas dan fungsi pengawasan.
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(3)

(1)

(21

(3)

(41

Selain pcngawasan )rang dil,kdkaq oleh Ferangkat

Daerah yang mempunyai tugas dan fungpi

pcngawasan sebaaaimsna dineksud pada ayat (1),

dapat dilakukan oleh pengawas internal.

Pengawas internal sebaAaimana ditnqkrl'd pada ayat

l2t, dilaksanakan oleh intemal auditor yang

berkedudukan langsung dibewah Kepala Puskesmas

sesuai dengan ketentuan peratwan perundang-

undangan.

BAB VII

DEWAN PENGAWAS

pasal 9

BLUD yang mcmiliki rcalisasi nilai oBact tahunan

menurut laporan operasional atau nilai aset menurut

ncraca yang memenuhi syarat minimal, dapat

dibentuk dewan pengawas.

Jumlah angggta dewan pengawas sebagaimana

dhakeud pada ayat (U, ditetapkan sebanyak 3

(tiga) orang atau 5 (lima) orang dan seorang di

antara anggota dewan pengawas ditetapkan sebaS8i

ketua dewan pengawas.

Syarat minimal sebagaimana dimaksud pada ayat

(l), dart }r'rtlah anggota dewan Pe'gawas
dim'Lsud pada ayat (2), mengikuti

peratuan yang ditetapkan oleh Menteri DqlF"n

Ncgeri.

D€wan l)engawas dibcntuk dengan keputusan

Bupati atas usulan pemimpin BLUD.

Pasal lO

{U Dcwan pengawas bcrtugBs melakukar

darr pengaBasan terhadap pengelolaan BLUD yang

dilakukan oleh pejabat pengelol,a s€suai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan,
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(2) Dewan pengawas bcrkewajiban:

a. memberikan p€ndapat dan saran kepada Bupati

mengenai RBA yang diusull€n oleh pejabat

pcngeloLa;

b. mengikuti perkembangan kegiatan BLUD dan

memhrikan pendapat serta saran kepada Bupati

mengenai setiap masalah yang diangap penting

bagi pengelolaan BLUD;

c. melaporkan kepada Bupeti tentang kinerja BLUD;

d. memberikan nasehat kepada pejabat pengelola

dalam melaksanalon pengeloliaan BLUD;

e. melakukan evaluasi dan penil,aia-n kinerja baik

keuangan maupun non kcuangan, serta

memberikan saran dan catatan-catatan pcnting

untuk ditindaklanjuti olch pcjabat pengplola

BLUD; dan

f. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan

pcnilaian kinerja.

(3) Dewan pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya

scbagaimana dimaksud pada ayat (U, kepada Bupati

secara berkala paling sedikit I (satu) kali ddlam satu

tahun dan eewaktu-waktu apa.bila diperlukan.

Pasal 1 1

(1) Angggta dewan pengawas dapst terdiri dari uneur-

unsur:

a. pejabat Perangkat Daerah yang berkaitan dengan

kcgiatan BLUD;

b. pejabat Ferangkat Daerah yang membidangi

pngelolaan keuangan daerah; dan

c. tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.

(2) Pengangkatsn artggota dewan pengawas tidak

bersarnaan waktr:nya dengan pcngangkatan pejabat

pengelola BLUD;
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(3) I{riteria yang dapat diusulkan menjadi

pengawas, yaitu:

a. memiliki dedikasi dan memahami masalah-

masalah yang berkaitan dengan kegiatan BLUD,

serta dapat menyediakan waldr yang cukup
untuk melaksanakan tugasnya;

b. mampu metraksanakan perbuatan hukum darr

tidal pemah dinyatakar pailit atau tidak
pemah meqjadi anggota direksi atau

komisaris, atau dewan pengawas yang

dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan

suatu badan usaha pailit atau orang jrang

tidak pemah melakukan tindak pidana yang

merugikan daerah; dan

c. mempunyai kompetcnsi dalam bidang manajemen

keuangan, sumber daya manusia dar mempunyai

komitmen terhadap peningkatan kualitas

lrlayanan publik.

Pasal 12

(1) Masa jabatan anggota dewal pengawas ditetapkan

selama 5 (lima) tahun, dan dapat disngkat kembqli

untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
(2) Anggota dewan pengawas dapat diberhentikan

sebelum waktun)ra oleh Bupati-

(3) Pemberhentian anggota dewan pengawaa sebelum

waltunya s€bagaimana dimaksud pada ayat (2),

apabila:

a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;

b. tidak meLaksanakan ketentuan perlndang-

undangan;

c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD;

atau

d. dipidana penjara karena dipersalahkan

mel,akukan tindak pidana dan/atau kesalahan

yang berkaitan dengan tugasnya melaksanakan

pengawasan atas BLUD.
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Pasal 13

(f) Bupati dapat mengangkat sekretaris dewan pengawas

untuk mendukung kelancaran tugas dewan

PCngawa3.

(2) Sekretaris dewan pengawas sebagaimana dimeksud

pada ayat (U, bukan merupakan aIrg8ota dewan

pengawas.

Pasd f4

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan

tugas dewan pengawas dan sekretaris dewan pengawas

dibebankan pada BLUD dan dimuat dalam RBA.

BABVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap o.ang mengetahuinya memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Nabupaten Musi

Rawaa.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada I tqa$u 2ors

SI RAWAS,

UNAWAN

Diundatrgkan di Muara Beliti
padatan8r,at 6 qlrulr 2olg
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,

PRISKODESI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2OT9 NOMOR..E

12


